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ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

Sherly Gresita Apriliani
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk
meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan dengan memberikan suatu
dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Penelitian ini berlokasi di Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara kepada responden yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara
Desa, Kaur Pembangunan, dan anggota LPMD. Analisis data dilakukan dengan
model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang
berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim

Pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

Kata kunci: akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban



ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF FUND VILLAGE ALLOCATION’S MANAGEMENT IN
KEDUNGREJO VILLAGE MUNCAR SUB-DISTRICT OF
BANYUWANGI IN 2013

Sherly Gresita Apriliani
Department of Accountancy, Faculty of Economic, University of Jember

Accountability is a form of accountability for the management of public funds by the
government. A form of government's responsibility to improve the level of
development ranging from rustic to give a special fund called the Village Fund
Allocation (ADD). This study was conducted to determine the management of the
Village Fund Allocation of three stages: planning, implementation, and
accountability in the Village Kedungrejo Muncar District of Banyuwangi 2013. This
study is located in the Village Kedungrejo Muncar District of Banyuwangi. Data was
collected through interviews with respondents method comprising the Village
Secretary, Treasurer Village, Kaur Development, and a member LPMD. Data
analysis was performed with a model of Miles and Huberman. The results of this
study indicate that in the planning, implementation, and accountability has met the
applicable procedures. The problem that arises is the lack of coordination between
the members of the Management Team of ADD as well as the late submission of

accountability reports.

Keywords: accountability, fund village allocation, planning, implementation, and
responsibility



RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan
Muncar  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013; Sherly Gresita Apriliani,
110810301074; 2014: 45 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Jember.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government) menjadi

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan
yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya
mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas
dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas
dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk
meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan dengan memberikan suatu
dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari
ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Peneliti
memilih lokasi ini dikarenakan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu,
biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi
penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Kedungrejo karena pertimbangan faktor
geografis dan praktis tersebut. Selain itu, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian
karena mendapat ADD paling tinggi di Kecamatan Muncar. Penelitian ini diharapkan

memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban



fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini berlokasi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada
responden yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan,
anggota LPMD, dan Kasi PMD Kecamatan Muncar. Analisis data dilakukan dengan
model Miles dan Huberman yaitu metode analisis data yang terdiri dari pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar telah memenuhi
prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah
cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten. Perencanaan
pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musrenbangdes dengan melibatkan
BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan ADD di Desa Kedungrejo
telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam petunjuk teknis, yaitu sebesar
30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan
masyarakat desa. Hasil pembangunan sarana fisik dengan ADD tahun 2013 vyaitu
saluran-saluran air, plengsengan, pemasangan paving, dan renovasi kantor desa.
Pertanggungjawaban penggunaan ADD di Desa Kedungrejo dilakukan oleh
bendahara desa dengan merekap setiap kegiatan. Bentuk dari laporan
pertanggunjawaban yang dibuat disesuaikan berdasarkan format dalam petunjuk
teknis pengelolaan ADD dari kabupaten. Masalah yang muncul adalah kurangnya
koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan

pertanggungjawaban yang terlambat.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat
ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan
adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang
dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam
mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga
tujuan pokok, vyaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari
penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan
keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan
juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Kkinerja
pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya
pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
(Nordiawan, 2007:1).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government) menjadi
prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan
yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya
mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas
dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas
dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di

tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan



pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun
terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan
pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara
benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah
berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi
desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan
pemerataan kemampuan ekonomi.

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya.
Pembangunan  ini  juga memerlukan  perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong
dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi
mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan
desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga
perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa
harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan
masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang
terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa
(ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa
tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari
bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan
bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima
Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak
daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit
adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek

pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi



daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan
retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam
penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah
sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang
terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU)
setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, 2013).

Dalam bebarapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap
penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat
dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya
peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah
kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di
desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan
bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelengaraan pemerintah desa.
ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk
perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan
sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor
Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya
yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan
pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan
operasional Badan Permusyawaratan Desa. (BPMPD, 2013).

Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat
maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya
haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya
diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan
bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui

akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa



di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.
Menurut Moleong (2001:86), keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya,
dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian,
sehingga peneliti memilih Desa Kedungrejo karena pertimbangan faktor geografis
dan praktis tersebut. Selain itu, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena
mendapat ADD paling tinggi di Kecamatan Muncar. Selain itu desa ini juga menjadi

salah satu desa yang mendapat ADD paling tinggi di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muncar

NO DESA ADD TAHUN 2013 PERSENTASE
1 Kedungrejo Rp 189.246.582,57 11,24 %
2  Tembokrejo Rp 183.571.748,65 10,91 %
3 Kedungringin Rp 183.347.787,39 10,89 %
4 Wringin Putih Rp 169.272.284,90 10,06 %
5 Tambakrejo Rp 167.893.928,95 9,97 %
6 Kumendung Rp 166.665.146,06 9,90 %
7 Sumbersewu Rp 157.206.823,99 9,34 %
8  Tapanrejo Rp 156.544.261,12 9,30 %
9  Sumberberas Rp 155.956.086,46 9,26 %
10 Blambangan Rp 153.744.038,26 9,13 %
TOTAL Rp 1.683.448.683,00 100,00 %

Sumber: BPMPD Banyuwangi tahun 2013

Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Banyuwangi yang mementingkan
kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan alokasi dana-dana, yang
salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan
nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat
ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di
pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan anggaran ke desa —
desa dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD).



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun
2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti
melalui penelitian ini:
1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Kedungrejo. Bagi Pemerintah
Kecamatan Muncar dan Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi mengenai
pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo.
2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas

akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.



3. Bagi masyarakat Desa Kedungrejo
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa
mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam

mensukseskan pelaksanaan ADD.



